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     Rika Saraswati 

Abstrak
Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga harus dijamin tumbh dan berkembangnya baik secara fisik dan psikis. Negara perlu memberi dukungan kelembagaan dan peraturan perundangan agar hak-hak anak terjamin mengingat Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusiaPerlindungan diberikan kepada anak agar mereka terlindungi dari Kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi  baik ekonom dan seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, orangtua.
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Pendahuluan
Anak adalah generasi muda yang mendapat tanggung jawab utnuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa Idonesia apabila generasi sebelumnya sudah tiada. Oleh karena itu, setiap anak Indonesia harus dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Menyelenggarakan perlindungan terhadap hak anak  merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan oleh negara. ​[1]​ 
Pengertian Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 
Terdapat beberapa perturan perundang-undangan Perlindungan diberikan kepada anak agar mereka terlindungi dari Kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi  baik ekonom dan seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, orangtua.
Hak anak diatur didalam Konvensi Hak Anak. Konvensi ini adalah konvensi internasional yng dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1970. Melalui konvensi ini terdapat perubahan paradigma bahwa anak tidak lagi milik dan dapat diperlakukan dengan semena-mena oleh orangtua atau orang dewasa, tetapi sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini di tahun 1990 melalui keputusan Presiden.
Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur hak asasi manusia secara umum dan juga mengatur hak asasi perempuan dan anak di dalamnya. Selanjutnya, di tahun 2002 pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang khusus tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut mengalami perubahan pada tahun 2014. Pemerintah menyelenggarakan perlindungan anak di berbagai bidang, yaitu: bidang agama, kesehatan, pendidikan,  sosial dan juga perlindungan khusus.  Pemenuhan hak-hak anak ini menjadi kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 20-26 UU Perlindungan Anak.
Asas-Asas dalam UU Perlindungan Anak
Ada 4 asas dalam pelaksanaan perlindungan anak, yaitu: asas non diskriminasi, asas kepenitngan terbaik anak, asas, hak untuk tumbuh dan berkembang, penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Asas non diskriminasi asas yang tidak membedakan atau mengucilkan anak berdasarkan identitas anak. Asas ini menekankan agar tidak ada pembedaan perlakuan terhadap anak-anak berdasarkan latar belakang yang dimiliki.
Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah asas yang memberi kewajiban kepada seluruh aparat pemerintah agar selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan anak dalam bertindak dan membuat keputusan atau kebijakan. 
Asas untuk tumbuh dan berkembang merupakan asas yang menekankan hak yang dimiliki anak untuk hidup yang layak. Hak ini penting untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Oleh karena itu hak ini tidak boleh dihambat oleh orangtuanya maupun oleh masyarakat dan negara. Oleh karena itu, setiap anak dijamin haknya untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Dengan demikian anak-anak dapat bergaul dengan teman sebayanya.
Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas di mana anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap berbagai hal yang sekiranya di kemudian hari dapat mempengaruhi kehidupan anak.
	Selain asas-asas tersebut, di dalam UU No 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 sampai 19, dari hak yang bersifat privat (hak atas identitas diri atau kewarganegaraan, agama dan pengasuhan anak, hingga hak di ranah public, misalnya: hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak atas pendidikan. Anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama di mana mereka (penyandang cacat dan anak berkebutuhan khusus) berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2),​[2]​  rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
Setiap anak memiliki hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya. Hak ini menunjukkan paradigma yang berubah di mana orangtua dan orang dewasa harus memberi ruang kepada setiap anak untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya. 
Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan, maupun penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Apabila tindak pidana penjara akan diberlakukan maka harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).​[3]​
Setiap anak yang berhadapan dengan hukum, memiliki hak untuk dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2), dan kepada mereka  diberikan bantuan hukum dan bantuan lainnya yang merupakan haknya (Pasal 18). 

Sanksi
   Undang-undang Perlindungan Anak mengatur sanksi bagi mereka yang melanggar hak-hak anak. Ancaman tersebut berupa hukuman penjara dan/atau denda, misalnya: apabila melakukan diskriminasi dan penelantaran anak yang mengakibatkan kerugian/penderitaan  maka dihukum  5 tahun dan/atau denda 100 juta (Pasal 77),  melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan Pasal 39 yang mengharuskan melalui pengadilan, maka pelakunya dapat dihukum penjara 5 tahun dan/atau denda 100 juta (pasal 79), melakukan kekerasan/kekejaman dan ancaman kekerasan, serta penganiayaan kepada seorang anak maka diancam hukuman penjara selama 3-10 tahun dan/ atau denda 72-200 juta. Apabila kekerasan atau penganiayaan dilakukan oleh orangtuanya maka pidana ditambah 1/3 (Pasal 80).
	Sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar hak-hak anak dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar hak-hak anak terlindungi, sehingga anak-anak nantinya dapat tumbuh dengan baik. Dalam hal pelaku yang melanggar hak-hak anak masih anak, maka terdapat system peradilan khusus yang sudah dibentuk oleh pemerintah, yaitu melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
	Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai tata cara pemeriksaan anak pelaku tindak pidana dengan mendasarkan pada prinsip dan nilai dalam Konvensi Hak Anak dan nilai-nilai hak asasi manusia lainnya. Nilai atau paradgma yang dimaksud adalah keadilan restorative sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif dilakukan dalam setiap tahap pemeriksaan dari penyidikan, penuntutan, persidangan bahkan pada tahap pelaksanaan pidana atau tindakan dan bukan hanya dalam bentuk proses penyelesaian di luar persidangan. Keadilan restoratif sendiri, bukan sesuatu yang baru dalam masyarakat Indonesia karena banyak penyelesaian adat digunakan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakatnya, termasuk ketika tindak pidana terjadi. Pendekatan keadilan restoratif pada hakekatnya merupakan suatu pendektan yang bertujuan untuk pemulihan, baik bagi pelaku dan korban. 
	
Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat
	Undang-undang memberi kewajiban kepada pemerintah untuk menjamin pemenuhan dan terlindunginya hak-hak anak. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah meliputi unsur legislative, eksekutif dan yudikatif. Keewajiban ini harus dilakukan tanpa harus anak-anak meminta.
	Hal yang sama juga berlaku kepada masyarakat yang memiliki kewajiban yang sama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan melindungi setiap anak dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Masyarakat dari berbagai unsur atau elemen baik di ranah privat, dalam hal ini keluaarga, dan di ranah publik seperti komunitas pemerhati hak anak, organisasi keagamaan, organisasi sosial dan akademisi.
	Semua pihak ini bekerjasama sama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, dan melindungi setiap anak agar terhindar dari berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan dan perlakuan salah lainnya. Lingkungan yang paling dekat dengan anak adalah keluarga. Oleh karena itu keluarga harus memiliki pengetahuan tentang cara mendidik dan merawat anak sehingga dapat menghindari hal-hal yang dilarang oleh undang-undang perlindungan anak. Kemudian masyarakat di luar keluarga seyogyanya juga memiliki pengetahuan yang sama dan memadai mengenai hak-hak anak agar dapat melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat mencegah terjadinya diskriminasi atau kekerasan yang berkelanjutan terhadap seorang anak atau setiap anak di lingkungannya.
	Pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dapat bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan asas-asas hak anak, termasuk ketika terjadi pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh anak-anak melalui keadilan restorasi dan diversi. Sebagai contoh jika terjadi pelanggaran hak anak oleh pelaku anak, maka aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan komunitas pemerhati anak dalam proses diversi, termasuk dalam penempatan sementaranya. Bagi korban anak, komunitas pemerhati anak bekerja sama dengan pemerintah dan elemen masyarakat lain berjejaring untuk menangani kasus dari aspek hukum, dari aspek psikologis dan aspek kerohaniannya. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjamin hak-hak anak dan mencegah terjadinya kekerasan yang berulang. 
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